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ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the role of corporate governance iniintellectual capital 

disclosure. This study uses firm size, leverage and return on asset as a control variable. The 

population in this study consists of manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange for the 

period 2016 - 2018. Sample determined with purposive sampling method. Total sample of this 

research are 327 companies. This study used multiple regression analysis for hypotheses testing. 

The results of this study show that board size and government ownership has positive and 

significant effect on intellectual capital disclosure. Meanwhile, the proportion of independence, 

blockholder ownership, board tenure has no effect on intellectual capital disclosure. 

 

Keywords: Corporate Governance, intellectual capital Disclosure, Board Characteristic, 

Ownership Structure. 

PENDAHULUAN 
Laporan keuangan konvensional peusahaan menjadi dasar untuk menyuarakan 

pengambilan keputusan investasi. Kesejahteraan pasar, dan investor langsung bergantung pada 

informasi yang disediakan dalam laporan keuangan (CFA, 2007). Meskipun penting, pernyataan ini 

memiliki kekurangan dari perspektif pasar modal (Schuster & O’Conell, 2006). Sebagai contoh, 

banyak perusahaan yang terdaftar didorong oleh penciptaan dan penggunaan aset tidak berwujud, 

seperti modal intelektual (IC). Aset yang penting ini berkontribusi secara signifikan terhadap daya 

saing perusahaan (OECD, 2012). Kemudian, Guthrie dan Petty (2000) beranggapan bahwa aset 

tidak berwujud, termasuk IC memiliki potensi untuk meningkatkan pasar modal secara efisien. 

Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan IC, 

pelaporan keuangan tradisional tidak menyajikan kerangka kerja untuk pengungkapan tersebut 

(CFA, 2007). Untuk menghadapi keterbatasan ini, Petty & Cuganesan (2005) menyatakan bahwa 

informasi ini dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan, untuk mewujudkan kebutuhan informasi 

pemangku kepentingan yang lebih layak. Dampaknya, banyak perusahaan dalam upaya 

mewujudkan permintaan pasar untuk informasi yang lebih andal, telah mulai secara sukarela 

menyempurnakan pelaporan keuangan tradisional mereka dalam wujud narasi, non-keuangan 

(Abeysekera & Guthire, 2005; Haji & Ghazali, 2013). Beberapa penelitian mengenai tingkat 

pengungkapan modal intelektual yang dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan telah 

banyak dilakukan oleh (Alfraih, 2018), (Li et al., 2008) dan (Hidalgo et al., 2011). Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa manajer menerapkan informasi perusahaan, seperti IC. Secara 

umum mereka menemukan bahwa pengungkapan sukarela dimotivasi oleh keinginan perusahaan 

untuk mengurangi asimetri informasi, sehingga mengurangi biaya hutang atau modal perusahaan 

(Healy & Palepu, 2001). Hal ini menjadi menarik untuk peneliti melakukan penelitian mengenai 

pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual di 

Indonesia.   

Beberapa literatur menjelaskan bahwa fungsi pemantauan dari tata kelola perusahaan 

secara signifikan memengaruhi tingkat dan kualitas pengungkapan (Elshandidy & Neri, 2015). Tata 

kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme kontrol yang dirancang untuk memantau dan 

menetapkan keputusan manajerial, dan untuk memastikan operasi perusahaan yang efisien atas 

nama pemangku kepentingannya (Donnelly & Mulcahy, 2008). Dalam hal ini, Kothari (2005) 
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berpendapat bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas mekanisme tata kelola 

perusahaan, tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas standar akuntansi. Demikian pula, Donnelly & 

Mulcahy (2008) berpendapat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dapat secara 

sukarela meningkatkan tingkat pengungkapan perusahaan. 

Fenomena IC di Indonesia sendiri mulai berkembang ketika peraturan mengenai aktiva 

tidak berwujud yang tertuang di dalam (PSAK No 19, 2009). Menurut PSAK No 19 (2009), aktiva 

tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dimiliki perusahaan dan dapat 

diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Aset ini bermanfaat untuk menghasilkan atau menyerahkan 

barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi. Aktiva tidak 

berwujud diakui apabila perusahaan berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi di masa datang. 

Selain itu, aktiva tidak berwujud juga diakui apabila biaya-biaya dalam perolehannya dapat diukur 

dengan andal. Namun, dalam regulasi yang terdapat dalam PSAK No. 19 (revisi 2015) tidak 

mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang perlu 

diungkapkan sehingga menyebabkan terjadinya information gap (Sinaga dan Sudarno, 2018).  

Kemudian, Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-43/BL/2012 menetapkan keputusan 

mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Dalam 

pernyataan tersebut, perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang salah satunya memuat 

mengenai mekanisme tata kelola perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti ingin membuktikan bahwa 

perusahaan yang menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif, maka akan lebih 

banyak mengungkapkan informasi secara sukarela, termasuk pengungkapan IC. Namun saat ini, 

mengenai pengukuran dan pelaporan IC di Indonesia belum ada peraturan khususnya 

(Widiyaningrum, 2004). 

Belum adanya standar yang baku mengenai pengungkapan modal intelektual menyebabkan 

belum semua perusahaan melakukan pengungkapan modal intelektual di laporan keuangan. 

Menurut Williams (2001) kenyataannya berdasarkan survei pada tahun 1998 yang dilakukan 

Taylor and Associates, salah satu jenis informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan 

adalah pengungkapan modal intelektual. Jika perusahaan tidak mengungkapkan mengenai modal 

intelektual yang dimiliki, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan informasi diantara 

pengguna laporan keuangan. Berdasarkan saran Wallman (1995) dalam Purnomosidhi (2006) 

kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan dapat terpenuhi apabila perusahaan secara 

sukarela mengungkapkan modal intelektual. 

 Untuk menilai efektivitas dan meningkatkan nilai perusahaan, penting memahami faktor-

faktor seperti karakteristik dewan komisaris dan struktur kepemilikan pada pengungkapan IC. 

Karakteristik dewan komisaris sendiri ditunjukkan oleh ukuran dewan komisaris, independensi 

dewan komisaris, dan masa jabatan dewan komisaris. Sementara untuk struktur kepemilikan 

ditunjukkan oleh kepemilikan blockholder dan kepemilikan pemerintah. Untuk masa jabatan dewan 

komisaris itu sendiri, belum ada penelitian terdahulu yang menguji pengaruh antara masa jabatan 

dewan komisaris dan pengungkapan IC. Pengungkapan CSR bersifat sukarela digunakan sebagai 

proksi dari pengungkapan IC. Vafeas (2003) menjelaskan bahwa dewan yang memiliki masa 

jabatan yang yang lebih lama akan memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai perusahaan 

dan perubahan di dalam lingkungan bisnis. Sedangkan menurut Byrd et al. (2010) menyatakan 

bahwa hubungan jangka panjang antara dewan komisaris dengan direksi akan mengurangi 

efektivitas pengawasan ke manajemen. Oleh karena masih terdapat hasil yang kontradiktif 

mengenai pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap perusahaan, maka masa jabatan dewan 

komisaris menjadi research gap dalam penelitian ini. 

Penelitian dimulai dengan tinjauan literatur mengenai pengungkapan sukarela, tata kelola 

perusahaan. Kemudian, kerangka penelitian didasari oleh pengembangan dari teori agensi. 

Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja yang 

dipublikasikan oleh International Federation of Accountant (IFAC, 1998). Dalam beberapa studi 

IC, kerangka kerja ini telah berhasil digunakan. Kerangka kerja ini terdiri dari 3 kategori dan 24 

komponen. Tiga kategori tersebut adalah: modal internal, modal eksternal, dan modal manusia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan 

terhdapat tingkat pengungkapan modal intelektual. 
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KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 Abeysekera (2010) meneliti pengaruh ukuran dewan pada pengungkapan IC dalam sampel 

perusahaan yang terdaftar di Kenya, dan menemukan bahwa IC lebih luas dikaitkan dengan dewan 

yang lebih besar. Menggunakan sampel dari Australia, White et al. (2007) dengan jelas mengamati 

bahwa pengungkap didorong oleh teori agensi, dan terkait dengan masalah tata kelola perusahaan 

kontemporer. Mereka mengamati adanya hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan IC 

dan independensi dewan.  

Berfokus pada keefektivitasan dewan, Cerbioni & Parbonetti (2007) membuktikan bahwa 

tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam pengungkapa IC dalam laporan tahunan 

perusahaan yang terdaftar di Eropa. Mereka memperoleh informasi bahwa keanggotaan dewan 

komisaris, struktur, dan kepemimpinan berhubungan negatif dengan pengungkapan IC, sementara 

itu proporsi direktur independen berhubungan positif. Kebalikannya, Rodrigurs et al. (2016) 

mengamati bahwa dengan adanya peningkatan keanggotaan dewan komisaris pengungkapan IC 

akan meningkat, akan tetapi cenderung menurun dengan adanya peningkatan dualitas CEO dan 

proporsi yang lebih tinggi dari direktur independen dalam sampel mereka di Portugis.  

 Serupa dalam hal yang terjadi di Portugal, Oliveira et al. (2006) menunjukkan hasil secara 

empiris bahwa perusahaan dengan konsentrasi pemegang saham yang lebih rendah cenderung 

mengungkapkan lebih banyak informasi IC. Mereka mengungkapkan temuan ini dengan mencatat 

bahwa biaya agensi meningkat karena struktur kepemilikan menjadi lebih tersebar dikarenakan 

kemungkinan meningkatnya konflik kepentingan. Hal ini memotivasi perusahaan – perusahaan 

tersebut untuk secara sukarela mengungkapkan informasi unutk mengurangi biaya.  Hidalgo et al. 

(2011) mengkonfirmasi temuan ini. Berdasarkan sampel dari mexico, mereka secara empiris 

mendokumentasikan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan IC, 

mendukung hipotesis yang dibuat. Dalam konteks yang terjadi di Singapura, Firer dan Williams 

(2005) mengamati bahwa perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi, perusahaan 

dengan kepemilikan direktur eksekutif yang tinggi, dan perusahaan dengan kepemilikan 

pemerintah yang rendah kurang memiliki motivasi untuk mengungkapkan IC dari rekan-rekan 

mereka. 

Kerangka Pemikiran  
 Kerangka pemikiran menggambarkan metode pengujian hipotesis serta hubungan masing – 

masing variabel. hal tersebut diilustrasikan pada gambar 1.1 

 
Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual 

 Ukuran dewan mengukur berapa jumlah dewan komisaris. Fama & Jensen, (1983) 

megungkapkan bahwa jumlah ini dapat mempengaruhi bagaimana direktur-direktur menjalankan 

tanggung jawab mereka. Dilihat dari perspektif teori agensi, dapat dikatakan bahwa dewan yang 

lebih besar lebih memungkinkan untuk mendeteksi masalah agensi, hanya karena menawarkan 

keahlian yang lebih besar, pengawasan manajemen dan akses ke berbagai sumber daya yang lebih 

luas. Bukan itu saja, jumlah direktur yang besar dapat mengurangi ketidakpastian dan asimetri 

informasi karena akan ada lebih banyak orang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut (Fauzi & 

Locke, 2012).  

Di Indonesia, pada Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33 tahun 2014 

menyatakan bahwa dewan komisaris paling kurang dari 2 orang anggota dewan komisaris dan 1 

orang anggotanya merupakan komisaris indpenden. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris 

yang lebih besar diharapkan berhubungan yang lebih signifikan dengan pengungkapan IC, karena 

mengingat dengan lebih banyak jumlah anggota dewan komisaris dapat meningkatkan 

efektifitasnya. Oleh sebab itu, penelitian ini berhipotesis: 

H1:  Ukuran dewan memilik pengaruh positif terhadap pengungkapan IC 

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual 

Komposisi dewan independen merupakan mekanisme penting dalam konflik agensi 

internal (Fama & Jensen, 1983). Representasi eksternal yang lebih besar sering dianjurkan, karena 

orang-orang ini cenderung lebih objektif dalam memantau tindakan manajemen (Sundaramurthy et 

al., 1997). Li (1994) berpendapat bahwa pengontrolan keputusan merupakan fungsi utama dewan, 

dan independensi dewan komisaris memiliki tanggung jawab khusus untuk membela kepentingan 

pemegang saham dan memantau perilaku manajemen. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Susilowati, dkk (2014) yang 

membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal 

intelektual karena dalam praktiknya belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham 

memilih komisaris independen, sehingga walaupun dewan komisaris independen telah ada namun 

tidak diketahui bagaimana penunjukkannya. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rodrigues et al. 

(2016) dan Ousama et al. (2012), mereka menemukan adanya pengaruh yang negatif signifikan 

antara independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual. Oleh karena itu, 

penelitian ini berhipotesis: 

H2:  Independensi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan 

IC  

Pengaruh Kepemilikan Blockholder terhadap Pengungkapan Modal Intelektual 

 Jensen, (1993) berpendapat bahwa struktur kepemilikan merupakan unsur penting dalam 

pengendalian dan tata kelola perusahaan. Sumber daya dan keahlian mereka berarti bahwa pemilik 

blok besar saham memiliki motivasi yang lebih besar untuk memantau dan mendisiplinkan manajer 

untuk mengatasi masalah kebebasan dalam bertindak yang dihasilkan dari kepemilikan yang 

tersebar (Shleifer & Wishny, 1986). White et al., (2007) berpendapat bahwa konsentrasi 

kepemilikan yang rendah dapat disamakan dengan kontrol manajerial, sebaliknya dapat disamakan 

dengan kontrol dari pemilik. 

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh White et al. (2007) yang mengungkapkan 

bahwa dengan kepemilikan blok yang lebih besar memiliki pengaruh negatif terhadap 

pengungkapan modal intelektual, mereka menyatakan bahwa mungkin blockholder tidak melobi 

manajemen dan dewan untuk akuntabilitas yang lebih besar yang menyebabkan masalah agensi. 

Sesuai dengan penjelasan diatas, makan penelitian ini berhipotesis: 

 H3:  Kepemilikan blocholder memiliki pengaruh negatif terhadap Pengungkapan IC 

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Modal Intelektual 

 Eng & Mak (2003) mengartikan kepemilikan pemerintah sebagai proporsi saham yang 

dimiliki oleh pemerintah dan institusi terkait pemerintah. Firer dan Williams (2005) berpendapat 

bahwa kepemilikan secara signifikan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan, termasuk yang 

terkait dengan IC. Mereka mengkalaim bahwa direktur perusahaan dengan kepemilikan pemerintah 

lebih fokus pada kebijakan seperti pengembangan sumber daya manusia dan IC yang bermanfaat 

bagi negara secara keseluruhan. Direktur tersebut menggunakan pengungkapan sukarela untuk 
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memberikan petunjuk kepada otoritas dan masyrakat luas bahwa mereka telah 

mengimplementasikan kebijakan pemerintah sesuai bidang-bidangnya. 

 Mengingat besarnya tekanan pemerintah dan publik membuat perusahaan harus lebih 

transaparan akuntabilitas dalam manajemennya maka perlu dilakukan pengungkapan informasi 

yang lebih luas mengenai sumber daya perusahaan, termasuk IC yang berkaitan erat dengan 

penciptaan nilai perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini berhipotesis: 

H4: Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual 

Pengaruh Masa Jabatan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual 

 Kajian mengenai masa jabatan dewan komisaris masih memiliki jumlah yang terbatas dan 

memberikan bukti yang kontradiktif terkait dampak masa jabatan pada dewan di perusahaan. 

Vafeas (2003) menjelaskan bahwa dewan dengan jabatan yang lebih panjang akan memberikan 

pengetahuan yang lebih baik mengenai perusahaan dan perubahan lingkungan bisnisnya. Di sisi 

lain, hubungan yang baik dengan manajemen akan membuat dewan kurang efektif dalam 

memantau perilaku manajemen.  Byrd et al. (2010) menyatakan bahwa hubungan jangka panjang 

antara dewan komisaris dan direksi akan meningkatkan masalah agensi dan dapat mengurangi 

efektivitas fungsi pengawasan ke manajemen. Berberich & Niu (2011) menemukan bahwa dewan 

yang memiliki masa jabatan yang panjang memiliki konsekuensi negatif bagi tata kelola, karena 

kurangnya pengawasan yang efektif terhadap eksekutif. 

 Penelitian tentang pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap pengungkapan sosial 

perusahaan memiliki gejala yang sama dengan pengungkapan IC yang menunjukkan hasil bahwa 

masa jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR bersifat voluntary 

(Handajani et al., 2014). Penelitian tersebut mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Vafeas 

(2003) dan Byrd et al., (2010). Oleh karena itu penelitian ini berhipotesis bahwa: 

H5:  Masa jabatan dewan komisaris memilik pengaruh negatif terhadap pengungkapan 

IC 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan modal intelektual. Whiting 

& Miller, (2008) meninjau kembali studi tentang pengungkapan IC dan faktornya, serta 

melaporkan bahwa analisis mengenai isi laporan hampir selalu digunakan untuk mengukur tingkat 

pengungkapan IC. Pendekatan ini melibatkan kodifikasi informasi kualitatif dan kuantitatif ke 

dalam kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan pola dalam penyajian dan pelaporan 

informasi (Guthrie et al., 2004). Teknik ini biasanya mengharuskan manusia untuk memberikan 

kode elemen terhadap kerangka kerja pengungkapan IC yang ditemukan dalam laporan perusahaan 

(Lee & Guthrie,2010). Teknik ini dapat diterapkan dalam beberapa cara. Cara-cara tersebut 

termasuk menghitung kata kunci, kalimat atau bagian, atau membaca keseluruhan teks 

(Gamerschlag, 2013). Namun, Li et al. (2008) berpendapat bahwa karena kata kunci merupakan 

unit pengukuran terkecil, kata kunci tersebut memberikan hal yang paling maksimal. Mengikuti 

karya sebelumnya (Gamerschlag, 2013), dalam penelitian ini ukuran yang digunakan adalah 

kemunculan kata kunci yang ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Kata kunci didefinisikan menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Sveiby (1997) dan 

dimodifikasi oleh Guthrie et al., (2004), yang telah digunakan dengan berhasil dalam beberapa 

studi IC (Whiting & Miller, 2008; Branco et al., 2010). Kerangka tersebut memiliki tiga kategori 

dan 24 komponen. Tiga kategori IC tersebut adalah: modal internal, eksternal dan sumber daya 

manusia. Kerangka kerja lengkap ditunjukan pada tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 

Kerangka Modal Intelektual 

 

Modal Internal Modal Eksternal Modal Manusia 

Hak Kekayaan Intelektual Merk  Pendidikan 

Budaya Perusahaan Pelanggan Keterampilan 

Paten/Hak Cipta/Merk 

Dagang 

Nama Perusahaan Kompetensi/Pengetahuan relasi 

kerja 

Sistem Informasi Kepuasan Pelanggan Kualiafikasi Akademik 

Sistem Jaringan Loyalitas Pelanggan Kualifikasi Profesional 

Proses Manajemen Jaringan Distribusi Modal Manusia/Sumber Daya 

Fiilosofi Manajemen Kolaborasi Bisnis Semangat Kewirausahaan, 

Kemampuan Berinovasi, Proaktif 

dan Reaktif, Kemampuan untuk 

Berubah 

Hubungan Finansial Perjanjian Lisensi Pelatihan SDM 

 

Untuk mengukur tingkat pengungkapan IC, studi empiris sebelumnya (Guthrie & Petty, 

2000; Li et al., 2008; Abeysekera, 2010; Haji & Ghazali, 2013) telah menggunakan pendekatan 

dikotomis (tidak memiliki bobot). Dalam pendekatan ini, nilai “0” digunakan untuk non-disclosure 

dan nilai “1” diberikan jika item tersebut muncul. Cooke (1989) berpendapat bahwa pendekatan ini 

lebih objektif daripada pendekatang tertimbang yang memberikan semua item yang sama 

pentingnya. Demikian pula, Abeysekera, (2010) berpendapat bahwa menetapkan bobot untuk 

berbagai jenis pengungkapan IC dapat menyebabkan kesalahan karena penskalaan bias. Konsisten 

dengan pekerjaan sebelumnya, dalam penelitian ini setiap item pengungkapan IC diberi bobot yang 

sama. Setiap perusahaan, Laporan tahunan perusahaan diperiksa oleh peneliti untuk 

mengidentifikasi kemunculan 24 kata kunci dan skor dicatat pada lembar kode. Untuk masing-

masing perusahaan, skor total pengungkapan dihitung dan sebuah indeks yang dirancang untuk 

mengukur tingkat pengungkapan relatifnya. Indeks tersebut adalah rasio skor pengungkapan yang 

aktual dari perusahaan dengan jumlah maksimum yang dimungkinkan (yaitu, 24). 

Sedangkan variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran dewan. Alfraih (2018) 

berpendapat bahwa untuk mengukur variabel ini menggunaka pengukuran yang umum yaitu 

dengan menjumlahkan dewan komisaris pada perusahaan. 

 Variabel selanjutnya yaitu Independensi dewan komisaris. Independensi dewan komisaris 

mengacu pada campuran antara direksi internal (eksekutif) dan eksternal (non-eksekutif). Untuk 

mengukurnya variabel ini menggunakan pengukuran yang umum untuk independensi dewan 

komisaris. Untuk mengukur independensi dewan komisaris presentase dari komisaris independen 

dibandingkan dengan total jumlah dewan komisaris (Alfraih, 2018) 

 Kemudian variabel ketiga dalam penelitian ini adalah kepemilkan blockholder. 

Kepemilikan blockholder merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki blockholder setidaknya 

5% dari jumlah saham beredar. Proporsi dari saham biasa yang dimiliki blokir paling sedikit 5% 

dari jumlah saham yang diterbitkan digunakan untuk mengukur kepemilikan blockholder (Alfraih, 

2018) 

 Lalu, variabel keempat dalam penelitian ini yaitu kepemilikan pemerintah. Kepemilikan 

pemerintah merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pemerintah dan institusi terkait 

pemerintah (Eng dan Mak, 2003). Proporsi dari saham biasa yang dimiliki pemerintah paling 

sedikit 5% dari jumlah saham yang diterbitkan (Alfraih, 2018) 

 Variabel terakhir dalam penelitian ini yaitu masa jabatan dewan komisaris. Untuk 

mengukur variabel ini menggunakan jumlah rata-rata jangka waktu dewan komisaris bekerja di 

dalam perusahaan (Handajani et al., 2014) 
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Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai fokus dari penelitian ini karena 

perusahaan tersebut memiliki berbagai ragam sub sektor industri. Perusahaan manufaktur dituntut 

untuk selalu berinovasi dan memiliki strategi serta memiliki teknologi untuk pengembangan 

produk yang dihasilkan, sehingga penting untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan 

organisasi perusahaan. Maka dari itu penilaian kinerja modal intelektual sangat diperlukan dalam 

perusahaan manufaktur. 

 Dalam peneitian ini teknik purposive sampling dipilih sebagai teknik pengambilan sampel 

yaitu mengambil sampel berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang 

sudah ditentukan sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kriteria 

dalam menentukan sampel penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-

2018.  

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit pada Bursa Efek 

Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2016-2018 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan 

4. Memberikan data yang peneliti butuhkan untuk mengukur variabel dependen, variabel 

independen, dan variabel koontrol yang ditetapkan pada penelitian ini. 

Metode Analisis dan Uji ipotesis 

 Kedua hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan uji regresi berganda. Selain dapat 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.  

 Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang erdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2016-2018. Terdapat 124 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2016-2018 menjadi sampel penelitian ini. Sampel penelitian tersebut sesuai dengan 

kriteria yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu perusahaan yang memiliki laporan tahunan selama 

3 tahun yaitu 2016-2018 dan memiliki data keuangan. Data penelitian yang tidak memenuhi 

kriteria dalam pengambilan sampel penelitian akan dieliminasi dari sampel penelitian. 

 

Tabel 1.2 

Data Hasil Pemilihan Sampel 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 427 

2 Perusahaan manufaktur yang memiliki data informasi kurang lengkap 55 

3 Perusahaan manufaktur yang layak dijadikan sampel 372 
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Analisis Data Statistik Deskriptif 
               
 ICD BSIZE OUT BLOCK GOV BTENURE SIZE LEV ROA 

                    
 Mean  0.612399  4.158602  0.416842  0.707149  0.025161  6.989219  28.67736  0.527533  0.076466 

 Median  0.583333  3.000000  0.400000  0.774200  0.000000  5.562518  28.45324  0.465733  0.045089 

 Maximum  1.000000  13.00000  0.800000  1.000000  0.807000  28.50000  33.51964  5.073297  1.502234 

 Minimum  0.166667  2.000000  0.250000  0.000000  0.000000  0.500000  24.41992  0.044388 -0.391843 

 Std. Dev.  0.196178  1.778611  0.107179  0.226641  0.126298  5.100559  1.665368  0.489604  0.197806 

 Skewness -0.007198  1.123975  1.350028 -1.500496  5.276816  1.514805  0.479853  6.181848  4.237131 

 Kurtosis  2.295874  4.731343  4.964242  5.253356  30.11581  5.333645  3.017168  54.11453  27.17772 

          

 Jarque-Bera  7.688012  124.7878  172.8025  218.2953  13123.02  226.6788  14.28063  42866.11  10173.81 

 Probability  0.021408  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000793  0.000000  0.000000 

          

 Sum  227.8125  1547.000  155.0651  263.0594  9.360000  2599.990  10667.98  196.2423  28.44535 

 Sum Sq. Dev.  14.27817  1173.642  4.261831  19.05689  5.917844  9651.827  1028.950  88.93308  14.51623 

          

 Observations  372  372  372  372  372  372  372  372  372 

 

Pengungkapan IC (ICD) merupakan variabel dependen dari penelitian ini menunjukkan 

nilai minimum 0,167 dan nilai maksimum 1. Nilai rata-rata sebesar 0,61 dan memiliki nilai deviasi 

standar sebesar 0,19. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada 

nilai deviasi standarnya. Hal itu menunjukkan bahwa variasi data dapat dikatakan besar dimana 

nilai setiap sampel berada menyebar dari nilai rata-rata hitungnya. 

 Variabel ukuran dewan komisaris (BSIZE) menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris 

yang ada di perusahaan. Variabel ini menunjukkan nilai minimum variabel BSIZE sebesar 2,00 

yang ditunjukkan oleh 47 sampel perusahaan dan nilai maksimum BSIZE sebesar 13,00 yang 

ditunjukkan oleh Astra International Tbk. Rata-rata (mean) sebesar 4,15 menunjukkan rata-rata 

dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur di Indonesia sebesar 4 orang dan nilai 

deviasi standar sebesar 1,778. 

 Proporsi komisaris indpenden (OUT) ditunjukkan dengan hasil pembagian antara jumlah 

komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris secara keseluruhan yang ada di perusahaan. 

Variabel ini menunjukkan nilai minimum variabel OUT sebesar 0,25 yang ditunjukkan oleh Semen 

Indonesia (Persero) Tbk.  dan nilai maksimum OUT 0,80 ditunjukkan oleh Suparma Tbk. Rata – 

rata (mean) dari independensi dewan komisaris sebesar 0,416 yang menunjukkan rata-rata 

perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki 41,6 % komisaris independen dan deviasi standar 

sebesar 0,107. 

 Variabel kepemilikan blockholder (BLOCK) diukur dengan hasil pembagian antara jumlah 

kepemilikan saham diatas 5% dengan jumlah saham yang beredar secara keseluruhan oleh 

perusahaan yang diterbitk di Bursa Efek Indonesia. Variabel ini menunjukkan nilai minimum 

variabel BLOCK sebesar 0,00 yang mana hanya sebesar 5 perusahaan manufaktur di Indonesia 

yang tidak dimiliki oleh para blockholder dan nilai maksimum BLOCK sebesar 1,00 yang 

ditunjukkan oleh Tunas Alfin Tbk. Rata – rata (mean) dari kepemilikan blockholder sebesar 0,707 

dan deviasi standar sebesar 0,226. 

 Variabel kepemilikan pemerintah (GOV) diukur dengan hasil pembagian antara jumlah 

kepemilikan saham diatas 5% oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan jumlah saham yang 

beredar secara keseluruhan oleh perusahaan yang diterbitk di Bursa Efek Indonesia. Variabel ini 

menunjukkan nilai minimum variabel GOV sebesar 0,00 yang sebagian besar perusahaan tidak 

dimiliki oleh pemerintah dan nilai maksimum GOV sebesar 0,807 yang ditunjukkan oleh 

Indofarma (persero) Tbk. Rata – rata (mean) dari kepemilikan pemerintah sebesar 0,025 dan 

deviasi standar sebesar 0,126. 

Variabel masa jabatan dewan komisaris (BTENURE) dihitung berdasarkan jumlah rata-

rata masa jabatan anggota dewan komisaris di perusahaan. Variabel ini menunjukkan nilai 

minimum variabel BTENURE sebesar 0,5 tahun yang ditunjukkan oleh PT Intekeramik Alamsari 

Industri Tbk. dan nilai maksimum BTENURE sebesar 28,5 yang ditunjukkan oleh Ever Shine 
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Textile Industry Tbk. Rata – rata (mean) dari Masa Jabatan Dewan Komisaris  sebesar 6,989 dan 

deviasi standar sebesar 5,1. Nilai rata-rata yang lebih besar dari deviasi standar tersebut 

menunjukkan variasi data yang besar dan sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata. Nilai 

terbesar dari variabel BTENURE sebesar 28,5 mengindikasikan nilai variasi data yang jauh 

tersebar dari nilai rata-rata dan menunjukkan hasil data yang ekstrim. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

0

5

10

15

20

25

30

35

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Residuals

Sample 1 372

Observations 372

Mean      -8.23e-17

Median   0.018570

Maximum  0.393662

Minimum -0.362040

Std. Dev.   0.148826

Skewness  -0.105929

Kurtosis   2.545653

Jarque-Bera  3.895380

Probability  0.142603

 
Angka probabilitas uji jarque-bera pada penelitian tersebut menunjukkan 0,142603 yang 

artinya lebih besar dari 5% maka data tersebut terdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angka pada tabel kolom Centered VIF menunjukkan bahwa angka VIF < 10 di setiap variabel pada 

penelitian ini. Dalam penelitian ini, angka tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas dari setiap variabel yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    

C 0.025333 416.3050 NA 

BSIZE 2.80E-05 9.395380 1.449562 

OUT 0.005637 17.15740 1.061285 

BLOCK 0.001918 17.37674 1.614727 

GOV 0.006285 1.708524 1.643133 

BTENURE 2.55E-06 3.136065 1.087876 

SIZE 3.31E-05 448.6868 1.504036 

LEV 0.000259 2.202278 1.017656 

ROA 0.001625 1.198219 1.042075 
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Uji Regresi Linear Berganda OLS (Ordinary Least Square) dengan HAC atau Newey West 

Standar Error 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.546004 0.277149 -1.970077 0.0496 

BSIZE 0.022716 0.007606 2.986772 0.0030 

OUT 0.059061 0.096168 0.614148 0.5395 

BLOCK -0.071120 0.066161 -1.074964 0.2831 

GOV 0.245213 0.096556 2.539594 0.0115 

BTENURE -0.001945 0.002080 -0.935176 0.3503 

SIZE 0.039507 0.010069 3.923793 0.0001 

LEV -0.091228 0.014106 -6.467116 0.0000 

ROA 0.159479 0.042619 3.741991 0.0002 

     
     R-squared 0.424484     Mean dependent var 0.612399 

Adjusted R-squared 0.411801     S.D. dependent var 0.196178 

S.E. of regression 0.150457     Akaike info criterion -0.926386 

Sum squared resid 8.217315     Schwarz criterion -0.831574 

Log likelihood 181.3078     Hannan-Quinn criter. -0.888734 

    

F-statistic 33.46732     Durbin-Watson stat 0.737928 

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 21.27200 

Prob(Wald F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Data Olahan Eviews 9 (Output Eviews) 

 

Karena koefisien estimasi sudah kebal terhadap pelanggaran heteroskedastistas dan 

autokorelasi maka kedua uji tersebut dapat diabaikan. 

Dengan HAC atau Newey West Standar Error maka pelanggaran autokolerasi dan 

heteroskedastisitas boleh tetap ada namun koefisien estimasi tidak akan mengalami bias atau 

terganggu karena pelanggaran tersebut. Sehingga pada HAC, asumsi keduanya dapat diabaikan. 

Persamaan regresi dapat dibuat dengan melihat nilai B (Koefisien Beta) pada unstandardized 

Coefficients. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
ICD = -0.546004 + 0.022716(BSIZE) + 0.059061(OUT) – 0.071120(BLOCK) + 0.245213(GOV) – 

0.001945(BTENURE) + 0.039507(SIZE) – 0.091228(LEV) + 0.159479(ROA) 

Persamaan regresi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Nilai koefisien dari BSIZE sebesar 0.022716, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan 

berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.022716. 

2. Nilai koefisien dari OUT sebesar 0.059061, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan 

berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.059061. 

3. Nilai koefisien dari BLOCK sebesar -0.071120, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan 

berpengaruh terhadap ICD sebesar -0.071120. 

4. Nilai koefisien dari GOV sebesar 0.245213, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan 

berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.245213. 

5. Nilai koefisien dari BTENURE sebesar -0.001945, artinya setiap kenaikan satu tahunnya 

akan berpengaruh terhadap ICD sebesar -0.001945. 

6. Nilai koefisien dari SIZE sebesar 0.039507, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan 

berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.039507. 

7. Nilai koefisien dari LEV  sebesar -0.091228, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan 

berpengaruh terhadap ICD sebesar -0.091228. 

8. Nilai koefisien dari ROA  sebesar 0.159479, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan 

berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.159479. 
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Uji Hipotesis 

Uji F 

 Nilai P Value uji Wald pada tabel 4.7 yaitu: Probabilitas (Wald F-statistic) = 0,000000 < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual secara simultan 

Uji T 

Nilai prob. = 0,0030 atau lebih kecil dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 

dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ICD 

Nilai prob. = 0,5395 atau lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel 

independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD 

Nilai prob. = 0,2831 atau lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepemilikan blockholder tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD 

Nilai prob. = 0,0115 atau lebih kecil dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap ICD 

Nilai prob. = 0,3503 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

masa jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai R Square menghasilkan 0.424484 dengan Adjusted R-squared: 0.411801. Nilai 

tersebut menerangkan bahwa 41,1% variasi variabel dependen yaitu pengungkapan IC dapat 

diterangkan oleh ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan 

blockholder, kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan dewan komisaris sebagai variabel 

independen dalam model regresi. Serta SIZE, leverage, ROA sebagai variabel kontrol juga terikat 

dalam penjelasan dari variabel dependen, sedangkan 58,9% sisanya diterangkan oleh faktor lain 

diluar model. 

Pembahasan Hasil dan Pengujian Hipotesis 

 Hasil pengujian variabel pertama sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Alfraih (2018), Abeysekera (2019), Rodrigues et al., (2016) dan Ahmed Haji & Ghazali 92013). 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara ukuran 

dewan komisaris dan menyatakan bahwa dengan lebih besarnya jumlah anggota dewan di 

perusahaan akan meminimalkan asimetri informasi. 

 Hasil pengujian variabel kedua menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, dkk (2014) yang membuktikan bahwa komisaris 

independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual karena dalam 

praktiknya belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham memilih komisaris 

independen, sehingga walaupun dewan komisaris independen telah ada namun tidak diketahui 

bagaimana penunjukkannya. 

 Hasil pengujian variabel ketiga menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2006) dan White et al. (2007) yang menyatakan 

bahwa blockholder mungkin tidak melobi manajemen dan dewan untuk akuntabilitas yang lebih 

besar yang menyebabkan masalah agensi.  

 Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Firer & 

Williams (2015), Gan et al., (2013), dan Ahmed Haji & Mohd Ghazali (2013). Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi dapat mendorong perusahaan 

untuk lebih mengungkapkan informasi yang lebih luas yang mana selain itu selain dapat menarik 

investor, pemerintah juga dapat melihat kondisi masyaraktnya sendiri mengenai bagaimana 

pengembangan sumber daya manusianya. 

 Penelitian ini tidak menduku penelitian yang dilakukan oleh Handajani et al., (2014), 

Vafeas (2003), dan Byrd et al., (2010). Mereka menyatakan bahwa semakin singkat masa jabatan 

dewan komisaris akan berpengaruh terhadap semakin tinggi pengungkapan CSR. Pengungkapan 

CSR bersifat voluntarym yang mana memiliki sifat yang sama dari pengungkapan IC. Dari kondisi 

yang terjadi di Indonesia sebagian perusahaan cenderung memberikan informasi yang lebih luas 

dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi pergantian anggota 

dewan komisaris dalam periode berjalan tanpa melihat lamanya waktu dari anggota dewan 
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komisaris, maka perusahaan akan tetap memperbaiki laporan tahunan yang diterbitkan di 

perusahaan tersebut.  

 

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, 

independensi dewan komisaris, kepemilikan blockholder, kepemilikan pemerintah, dan masa 

jabatan dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan IC. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2016-2018 secara berturut-turut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas 

sampel perusahaan dai berbagai industri yang ada di Indonesia  

 Berdasarkan framework yang dijalankan oleh (Guthrie et al. 2004) dan diaplikasikan 

kembali oleh (Whiting & Miller, 2008) dan (Alfraih, 2018) untuk mengetahui tingkat dari 

pengungkapan IC, penelitian ini menggunakan analisis konten dari laporan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2018. Kemudian hubungan antara pengungkapan 

IC dan kelima hipotesis diuji menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya, peneliti menemukan 

bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap IC. Sementara, di dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa independensi 

dewan komisaris, kepemilikan blockholder dan masa jabatan dewan komisaris tidak memiliki 

pengaruh terhadap IC. 

 Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0.411801 atau sebesar 

41,1% menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan IC dipengaruhi oleh variabel ukuran dewan, 

independensi dewan komisaris, kepemilikan blockholder, kepemilikan pemerintah dan masa 

jabatan dewan komisaris, sedangkan sisanya 58,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar 

variabel dalam model penelitian, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menambahkan variable lain yang belum terdapat dalam penelitian ini seperti jenis kelamin dewan 

komisaris, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial serta 

kepemilikan perorangan atau individu.  
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